
 

 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

NOMOR 15 TAHUN 2025 

TENTANG 

 
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEBUPATEN 

SANGGAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DAERAH 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sanggau Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dalam Rapat 

Paripurna ke-3 Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang 2025- 

2026; 

b. bahwa Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas selanjutnya dapat disetujui untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026; 

 
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan 

dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sanggau; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4287); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 



- 3 - 
 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 tentang 

tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 tahun 2007 tentang tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 99 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang 

Pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11); 

29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita 

Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29). 

 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 

tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah Kabupaten 
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Sanggau Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah. 

 
KEDUA : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sanggau Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 1.754.970.267.438,12 

terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan 

Daerah dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.607.020.261.430,00 
2. Belanja Rp. 1.754.970.267.438,12 

Total Surplus/(Defisit) (Rp. 147.950.006.008,12) 
 

3. PembiayaanDaerah : 
a. Penerimaan Rp.  147.950.006.008,12 
b. Pengeluaran Rp. 00 
Pembiayaan Netto Rp. 147.950.006.008,12 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp. 0,00 

KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut 

pada Diktum Kesatu kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui 

Bupati Sanggau untuk dievaluasi. 

 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Sanggau. 

pada tanggal 26 November 2025 

 
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 

 
 
 
 

 
HENDRIKUS HENGKI, S.T 

 
Tembusan : 

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta 

2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak 

3. Bupati Sanggau di Sanggau 

 

 


